PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 46 TAHUN 2011
TENTANG

PELAKSANAAN TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang
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BUPATI KATINGAN,

bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

- (PAD) Kabupaten Katingan dari sektor Pajak Mireral Bukan
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cara pelaksanaannya ;

hahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huryf a diatas,
perlu dibuat Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, ¥ebupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
‘Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimnatan Tengah
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(i ermbran Negars Republic indonesia Tahun 2002 Nomor 18,

{L
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momar 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah
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-(Lembarzan Negara Republﬁ( Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45435, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 Tentang
Cemerimanan Daeran (Lembaran Negara Repubiik indonesia
Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Naerah { Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 ) :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Namor 4, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4959)
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Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubilik

Indonesias Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5040):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Paraturan Q‘“‘:.‘.".(’f:.“ﬁ-....r‘n..nszn (Lembaran ! Negara Republik

LS TR

IndoneS|a Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tzhun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Pormbipgn Pompetinteh Momor 88 Tohun 2007 fonfang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Dacrah  Kabupaten/Kota
{(LSiuaTain iNegaia Repubiin indonesis  Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Re;ublik Indonesia Nomor

4738);

x

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertan bangan Mineral dan
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Tahun 2010 Nomor 5111);

Peroturan Pomenniah Nomor 81 Taiwn 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasar«an Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh W :ib Pajak (Lembaran
iNGyarla Repubiik  indonesia  Tahun <010 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Normor
5179):

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan N.:mor 03 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintah K.bupaten Katingan

Sebacal Dasrzh Dicnam { ambaran Dasrah _,\:hnh:n‘nn

Katingan Tahun 2008 Nomor 3), o
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supaien Aat gain wGinoei Cl lﬁ“UH ‘U‘l
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2011 Nomor 8).




MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPAT! MATINGAN TENTANG PELAKSANAAN
TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bunati ini vang dimaksud dengan :

1.

“w

10.

11.

Pemerintah Daerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah

1% ..l._a TlA 1] L.u_. \u.’ .mw, s Nanesn -
nengy

=t n P
i ’ ’
\r— e -L:A- vy — -— l- et CANs Ay

LA 4

Bupati adalah Bupati Katingan ;

Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Katingan ;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan ;

Pajak Daerah, vyana selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Lindang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Katingan ;

Vajio rajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyaj hak dan kewailban perpajakan sesuai dengan
ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Daerah;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas
keglatan pengambllan mineral bukan logam dan batuan baik
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dimanfaatkan :
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Minerat Bukan LOGA oan Batuan adaleh mineral bukan iuw:am

dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan
Perundang-Undangan di bidang mineral dan batubara ;

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan :

Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak ;

iZ. Badan adaiah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
vang tidak melakukan usaha vang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan



Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
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konagal, kopamsi dsna pensiun, persekuiuan, perkumpulan,

yayasan, organ:sasn massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, Iembaga dan bentuk badan lainnya
tmrmasuil bontal tavesiasi r\Ulc:r\Lll Gait UCnLUK Usané [étap

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang
enjadi dasar pagi Vajib Pajak untuk menghitung, menyetor
dan melaporkan pajak yang terutang ;

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan
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Peraturan Perundang-! Indanaan Parnaiakan Daerah;
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15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
nenghimnunan data obiek dan subjek, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai keglatdn penaglhan pajak kepada
Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya ;

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajlb Pajak
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pembayamn pajak objek pajak dan/atau bukan objek,
dan/atau harta dan kewajiban esuai dengan Peraturan

~r -nnnnn R P

17. Surat Setoran Paiak Daerah, yang selanjutnva disingkat

ok ]

SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
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pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

»

. Burat Ketstapan Pgjak Daerah, yang selanjulnya disingkatl
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang ;

19. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP
adalah Tanda Bukti Pembayaran yang diterima oleh waijib
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20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
digingkat SKPDKE, adalah surat ketelapan pajak  yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekuxangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administiasif, dan jurniain pajak yang masih harus dlbayar

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
seianjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan ;

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang

menentulan ivumliah nokok 7“:3!( sama hr—a:-r”‘-u% nﬂﬂﬁﬁ"l eumia

kredit pajak atau pa;ak tidak terutang dan tldak ada kredit pajak;



23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
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jumlah kredit pajak lebih besar d.:mpada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang ;

24  Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya dis:ingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administratif berupa bungs danfatau denda ;

o e

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang
menvetuinan  resalanan  tuiis, kesaiahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Perundang-Undangan pemaiakan daerah vang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bavar, Surat Ketetapan Paiak Daerah Kurang Bayar

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak ;

i s -~ ~ [I 1)
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Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan,
atau Surat Keputusan Keberatan ;

27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang melinult harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup da,ngan menyusun laporan
keuangan DTIUpa neiaca dan laporai iaba rugi untuk periode
Tahun Pajak tersebut ;

28. Peinenksaan adaian serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

secara obijektif dan nrofesional berdasarkan suatu stander
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan perpajakan daerah ;

29. Panyidikan tindak pidana di bidang perpejekan daerah dan
retribusi adalah serangkatan tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
denenn Bulll iy membuast ierang undak pidana di bldang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB Il
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang meliputi :

a. Ashes
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bbb.

CccC

ddd.

Arsen
Agat

A At
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Batu tulis
Batu setengah permata
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Batu apung
Batu permata
penionit

Batu kuarsa
Ratu gamping
Basalt
Bentonit

Ball olav
Belerang
Brom

Y

wiay
Chert
Dolomite
Diorit
Feldspar
Fluorit
Fosfat
Fluorspar
Caram bati { halite )
Grafit
Granit/ / :
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Gabro

Giok

Gamet
Granodiorit
Garam batu
Gipsum

Halit

wtan

Jesper

Kalsit

Raonn

Kayu terkersikan
Krisoprase
Kristal kuarsa
Kalsedon

Wy smenit
RN TV ReTT

Klor
Kriolit

M. et 3 941
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Leusit
Magnesit
Mika
Marmer
Nitrat
Opsidien
Oker
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eee. Pasir dan kerikil

fff. Pasir kuarsa
geg  Perlt

hhh  Phospat

iii Peridotit

T(Jkk Pumlce

Il Rijang

nm - Siate

nnn Talk

000 Tanah serap (fullers earth)
ppp Tanah diatome
qqq Tanah liat ;

rer Tawas
SSS Tras
ttt Trakhit
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VvV Toseki
www  Wolastonit

ARR Yarosir
yyy Yodium
777 Zeaolit
aaaa Zirkon

PO R RN

Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

Dikennalikan dari ohisk Paigk Minera! Bukan ng,,, dan

a. Keﬂlatan DPRGthlIQn Mmaral RUI{QI"} ng:\inﬂi daq Datiian

[ = [ ==X {1 8]

yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial,
seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan
ruman  langga, peinancangan tiang  listrik/telepon,
penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa

airlnae:
arinas,

b. Kegiatan pengambllan Mineral Bukan Logam dan Batuan

et ta e =i
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lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;

Pasal 3

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produks
dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Pengolahan dan
Pemurnian diwajibkan untuk membayar pajak Mineral Bukan

DAatiime
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(3) Rekanan/pemborong yang melaksanakan kegiatan

pemuangunan yaing menggunakan bahan gaiian minerai
bukan logam dan batuan wajib membayar pajak bahan
galian mineral bukan logam dan batuan.
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BAB IlI

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4
Do R Oe s :“3,:‘.:’\ idneral DukEn Luga_ﬂ dan DaIUdn

adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam
dan Batuan.

Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan

nilal nacar atzy haroa atandar .u:::. -ﬁ'li‘-trnrl }inﬁ Minaral
- U

Bukan Logam dan Batuan.

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
harga rat(a rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah
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Dalam h al nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan
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sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh
instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan

Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan
naling tingg! cebosar 25% {dua puluh iima persen).

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
teru ‘&ﬂﬁg nxhirnr; '"""szn cara mcngaiu\au umn Dajar&

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

TABEL TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Mo Nama Bahan Galian Tarif (%} f
1 2 3

1 | Ashes 7
2 | Arsen 3
3 | Agat 3
4 | Batu tulis 3
5 | Baw setengah permata 10
6 | Batu kapur 4
7. | Batu anung ]

' 8 | Batu permata 10

9 | Bentonit 3
10 Balu wigreo 4
11 | Batu gamping 4
12 | Bentonit 4
13 | Ball clay )

14 | Belerang 25
15 | Brom 3
16 | Clay 8
17 | Chert 4
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18 | Dolomite 3
19 | Diorit 3
2C |1 aaspai 3
21 | Fluorit 3
22 | Fosfat 4
23 | Fluorspar 3
24 | Garam batu ( halite ) 6
25 | Grafit 7
26 | Granit/andesit/basalt/trakhit :
a) Blok 4
£ Selen 5
c) Bubuk/Pecah (Split) Bahan S
Bangunan
| 27 | Gips 3
28 | Gabro 4
29 [ Gisk 10
30 | Gamet 5
31 | Granodiorit 4
32 | Garam satu 4
33 | Gipsum 4
34 | Halit 3
35 | Intan 10
36 | Jesper 3
37 | Kalsit 3
38 | Kaolin 5,5
39 | Kayu terkersikan 4
40 | Kiisoprase 4
41 | Kristal kuarsa 10
42 | Kalsadon 3
43 | Kuarsit 3
44 | Klor 3
i AR Hdeli 3
46 | Korundon 3
| 47 | Leusit 7
48 | Magnesit 7
49 | Mika 7
i BOD | Misomsr g
51 | Nitrat 6
52 | Opsidien 2
535 | Orei 5
54 | Opal 6
95 [ Pasir dan kerikil 5
56 | Pasir kuarsa 55
57 | Perlit 9
88 | Phosoat )
59 | Peridotit 4
60 | Pirofilit 5
P B 1 Duainn 3
62 | Rijang 4
63 | Slate 7
64 | Talk 7
65 | Tanah serap (fullers earth) 5,5
88 | Tanzh diatome 5,5
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67 | Tanah liat;

a) Tanah Urug 4

b) Tanah Subur 5
68 | Tawas 6
69 | Tras O 5
70 | Topas 5
71 | Toseki 3
72 | Walastonit 3
73 | Yarosif 7
74 | Yodium — 7
75 | Zeoiit =
76 | Zirkon 6
(7) Dasar perhitungan tarf Pziak Minera! Bukan Logam dan

Batuan adalah sebagai berikut :
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WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 5

Wilayah pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
adaian ai wiiayan Kabupaten Katingan.

BARYV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

(1)

(2)

&)

(1)

(2)
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Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang
berdasarkan Surat Xetetanan Pzizk Dasrah atau dibayaer

sendiri oleh Wajib Pajak.

Waiib  Paiak yang memenuhi kewajiban perpaiakan

berdasarkan penetapan Dinas Pertambangan dan Energi
dibayar dengan menggunakan SKFD.

wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri
dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau

‘SKPDKRBT.

Pasal 7

SPTPD harus diisi dengan ielas, benar dan lengka

n
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ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

coarta
At A

SPTPD harus disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan
Energi paiing iampat 15 (iima beias hari) hari setelah
berakhirnya Masa Pajak.



Pasal 8

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD , SPTPD,
SKPDKB dan SKPUKBT ditetapkan kemudian oleh Dinas
Pertambangan dan Energi sesuai dengan kewenangan yang
diberikan.

BAB VI
MASA PAJAK

Pasal 9
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kaicnder, yang meinadi asal bayl VWajib Pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB Vi
TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN PENYETORAN
E ) " Pasal 10

s s e

(1) Dinas Pertambangan dan Energi menentukan tanggal jatuh
iermpo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya
paiak.

| (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan
s Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
| A I,_-« e l‘ Rt s L“*" .—‘.;;r Jk an {\* ear mnam
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harus dl|UHaSI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan.

(3) Dinas Pertambangan dan Energi atas permohonan Wajib
i Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat

membarikan persstijuan kepade Wajlb Pajak  untuk

f,(! mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan
f D dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Berdasarkan SKPD wajib pajak wajib membayar/menyetor
pajak yang terutang dengan TBP melalui Bendahara
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Danerima pada Dinas

il
B

Semua hasil penerimaan pajak disetor ke Kas Daerah
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BAB Vil

KEDALUWARSA PENAGIHAN
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i'-}'i\qn "5 ¥

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa
setelah melampaul waktu § (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
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Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila :

2 ditarhitlesn Siirnt T-\A Gran ds .,_..}:‘i \-i":h Taben-
=l . TaRed,

b. ada pengakuan utang pajék dari Wajib Pajak baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa
nenagihan di hitung seizk tanggal n:::‘:u:;"r‘n,.x:.n surat pakea

tersebut.
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dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak

don halum mealinasi V—*-;,e,f‘; p;:.*‘t.-..r‘.nﬁhg Dasrah,

Pengakucm hutang sebagamana dimaksud pada ayat (2)
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Call  pengajuan p%‘.hwhOﬁdu
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 12

oo Foareiva isom s am

e
PN g Gy Raiciia IlClr\

untuk melakukan penaglh.a ;dlh kadaluwarsa dapat di
hapuskan.
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Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak

yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada
avat (1),

Pasal 13

akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 14
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“ojok yang mclakukan usaha dengan omzet paiing
sedikit Rp JOO OOO 000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun
wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata

cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud
nadg ;:\/Qf f l\ Alahlr Llamlvrllﬁn HQ"!(‘! n K'i‘-"‘“dntri? !i:i_pﬂ'h
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Pasal 15

Dinas Pertambangan dan Energi berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpaiakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan

perundang- undangan perpajakan daerah. o



(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau memlnjamkan buku atau
catatan, dokumen vang menjadi  dasamnya  dan
dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak
yang terutang;
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ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
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Pasal 16

Tata Cara FPemeriksaan Pajak diatur kemudian dengan Keputusan
Bupati.
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(1) Atas permohonan Wajlb Pajak atau karena jabatannya, Dlnas :
Poriambangan dan cheigi dapat membetuikan SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
dalam penerbltannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
?'“‘ ):d"'\"‘: n':hl.'u uulllutau r\tﬂ{dllluali peﬁérapa"l Ketentuan
tertentu dalam peraturan perunddng undangan perpajakan
daerah.

| (2) Dinas Pertambangan dan Energi :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
heruna hunga, denda, dan menaikan pajak yang terutang

| menurut peraturan perundang- undanganl perpajakan

i daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Waiib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

i A T

r ‘ﬁ’ | ) b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SSPD, SKPD,
\ SKPD}' B, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

a. membpatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak
yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditentukan; dan

pertimbangan kemampuan membayar Wajib pajak atau
kondisi tertentu obiek paiak.

Pasal 18

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan
| penguiangan aiau pembpatalan ketetapan pajak sebagaimana
\ dimaksud pada ayat (2) diatur kemudian dengan Keputusan
1 Bupati.

\ e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
I
|
1
1
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PENYIDIKAN
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Pemerintah Daerah diberi we ~wenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pldana dlbldang
Perogizkan Doorch sebagaimana dimaksud dalain

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2003.
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yat {1) adalah

Pan unnn “1 I;inﬁjrﬁ (_{gnﬁa:{t‘lgd pada aj

pejabat pegawa| negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
SChvehang sSsuai aengain retentuan peraturan perundang-
undangan.

FTSTTUUr pChyidingn, wewsnang penyidik dan tindak ianjut
penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang
dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah
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Daerah.
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Pasal 20

KETENTUAN PIDANA

Waijib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merunikan kavancan Doarah d dipidana der ngan mr’:na
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kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pldana denda
pahng bcmyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak

Wajlb Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
S atau mengisi dengaii lidak benar atau tidak iengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paiing lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

bavar, ’

Ketentuan Pidana yang dimasud dalam Peraturan Bupati ini |
mengacu kepada ketentuan sebangaimana yang dimaksud
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Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah
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KETENTLUAN PENUTLID
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Hal-hat vana belum cukup dintur dalam Paraturan
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sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjutu dengé'
Keputusan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yan

herlak,

Pasal 22
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Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal 5 Desember 2011
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Diundanakan di Kasongan

pada tanggal 5 Desember 2011

g tetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam



